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MUHAMMAD ARAFAT (B11112628). Koordinasi antara Penyidik 
Kepolisian dengan BPK dalam Penyelidikan / Penyidikan tindak pidana 
korupsi (dibimbing oleh Syamsuddin Muchtar selaku pembimbing I dan 
Abd. Asis selaku pembimbing II). 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan koordinasi 
penyidik Kepolisian dengan BPKdalam penyelidikan / Penyidikan tindak 
pidana korupsi dan untuk mengetahui hambatan yang dihadapi oleh 
penyidik kepolisian, dalam rangka permintaan perhitungan kerugian 
keuangan negara oleh BPKdalam penyelidikan/penyidikan tindak 
pidana korupsi. 
 
Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Ditreskrimsus Polda Sulsel dan di 
Kantor BPK Perwakilan Prov. Sulsel, wawancara dilakukan secara 
terstruktur dan juga pertanyaan dikembangkan di depan narasumber 
serta dilakukan serta telaah dokumen-dokumen serta  peraturan 
perundang-undangan yang mengatur tentang penyelidikan/penyidikan 
tindak pidana korupsi. Analisis data dilakukan secara kualitatif dan 
deskriptif. 
 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam tahap Penyelidikan tindak 
pidana korupsi Pihak penyidik kepolisian melakukan ekspose perkara 
tersebut dikantor BPK RI untuk mengetahui apakah perkara yang 
ditangani oleh penyidik kepolisian dapat dihitung oleh auditor BPK RI 
untuk menentukan apakah ada kerugian keuangan negara, selanjutnya 
pihak BPK mengeluarkan risalah ekspose guna menentukan apakah 
perkara yang ditangani penyidik kepolisian bisa atau tidak dilakukan 
perhitungan kerugian keuangan negara. selanjutnya penyidik kepolisian 
meningkatkan perkara tersebut ketahap penyidikan. Sedangkan dalam 
tahap penyidikan pihak penyidik kepolisian setelah mendapatkan 
risalah ekspose dari BPK melakukan gelar perkara internal untuk 
meningkatkan perkara tersebut ke tahap penyidikan selanjutnya 
penyidik melakukan koordinasi kepada pihak BPK untuk melakukan 
audit investigasi terhadap perkara tersebut dengan cara memberikan 
dokumen-dokumen yang telah dikumpilkan oleh penyidik dan hasil 
berita acara pemeriksaan pihak-pihak yang terkait diberikan kepada 
aditor sebagai alat bukti serta mengecek fisik pekerjaan untuk 
menentukan besarnya kerugian keuangan negara. Dan hambatan yang 
dialami penyidik kepolisian dalam berkoordinasi dengan BPK yaitu 
masih belum adanya auditor khusus yang menangani permintaan audit 
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A. Latar Belakang Masalah  
Indonesia merupakan salah satu dari negara berkembang yang 
perlu untuk melaksanakan pembangunan disegala bidang. 
Pembangunan bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang adil 
dan makmur baik spritual maupun material yang berdasarkan 
pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Untuk mencapai 
tujuan, maka bangsa indonesia perlu melakukan pembangunan 
disegala bidang khususnya bidang hukum meliputi penertiban 
badan-badan penegak hukum sesuai dengan fungsi dan 
wewenangnya masing-masing, meningkatkan kemampuan dan 
kewibawaan aparat penegak hukum kearah tegaknya hukum, 
ketertiban dan kepastian hukum. 
Meningkatnya kasus korupsi di Indonesia, jelas-jelas merugikan 
keuangan Negara dan membuat proses hukum yang dilaksanakan 
terkesan diabaikan, hal inilah yang menimbulkan opini bahwa 
sebagian besar pelaku tindak pidana korupsi tidak tersentuh 
hukum, sehingga dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 
dilakukan guna memperteguh pemberantasan tindak pidana 
korupsi, yaitu diantaranya membuat, memperbaiki dan merevisi 
peraturan-peraturan mengenai Pemberantasan Tindak Pidana 
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Korupsi dan menjerat koruptor dari jeratan hukum. Tindak pidana 
korupsi merupakan salah satu bagian dari hukum pidana khusus 
yang mempunyai spesifikasi tertentu yang berbeda dengan hukum 
pidana umum. Seperti adanya penyimpangan hukum acara serta 
apabila ditinjau dari materi yang diatur maka tindak pidana korupsi 
secara langsung maupun tidak langsung dimaksudkan menekan 
seminimal mungkin terjadinya kebocoran dan penyimpangan 
terhadap keuangan dan perekonomian Negara.1 
Hukum yang mempunyai posisi yang sangat dominan dalam 
kehidupan berbangsa dan bernegara indonesia, mempunyai dua 
sifat: 
1. Bersifat imperative, secara a’priori wajib ditaati, kaidah ini tidak 
dapat dikesampingkan oleh suatu keadaan atau situasi tertentu 
hanya karena suatu perjanjian. 
2. Bersifat fakultatif, yaitu tidak secara a’priori, tidak wajib ditaati 
atau tidak mengikat atau dapat dikesampingkan oleh suatu 
perjanjian. 
    Menurut Achmad Ali (2002 : 72), hukum yang berbeda ditengah 
masyarakat, mempunyai tujuan yang dapat dikaji melalui tiga sudut 
pandang, yaitu : 
a. Dari sudut pandang ilmu positif–normatif atau yuridis dogmatis, 
bahwa tujuan hukum dititik beratkan pada kepastian hukumnya. 
                                                          
1 Lilik Mulyadi, Tindak Pidana Korupsi, Bandung, PT.Citra Aditya Bakti, 2000, Hal. 2.  
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b. Dari sudut pandang filsafat hukum, dimana tujuan hukum dititik 
beratkan pada pengadilan. 
c. Dari sudut pandang sosiologi hukum, dimana tujuan hukum dititik 
beratkan pada kemanfaatannya. 
Keberhasilan menjerat pelaku Tindak Pidana Korupsi sangat 
bergantung pada aparat penegak hukum. Target dari penegak 
hukum itu sendiri tidak hanya berkutat pada orang-orang yang jelas 
melakukan perbuatan melawan hukum, akan tetapi juga terhadap 
perbuatan hukum yang mungkin akan terjadi, baik itu dilakukan 
oleh seseorang, ataupun badan hukum. 
Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara 
Republik Indonesia telah memberikan ekstensifikasi kewenangan 
kepada polisi selaku salah satu aparat penegak hukum mengenai 
hal-hal yang berkaitan dengan tugas memelihara dan ketertiban 
masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perindungan 
serta pelayanan pada masyarakat terhadap suatu tindak pidana, 
sebagai unsur ketentuan dari Pasal 1 butir 10 Undang-undang 
Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia yaitu: 
“Penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia 
yang diberi wewenang oleh Undang-undang unutuk melakukan 
penyidikan”. Salah satu tugas kepolisian adalah melakukan 
penyidikan dibidang tindak pidana korupsi yaitu masalah yang tidak 
luput dari suatu Negara yang sedang berkembang, termasuk 
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Indonesia dimana korupsi tersebut karena latar belakang politik, 
social, ekonomi dan budaya. Selain dari akibat kondisi tersebut juga 
disebabkan oleh karena lemahnya mekanisme kontrol atau 
lemahnya iman seseorang yang dapat menjadi peluang bahkan 
pendorong terjadinya korupsi.” 
Dalam proses penyelidikan, penyidikan terhadap suatu kasus 
Tindak Pidana Korupsi yang ditangani oleh pihak penyidik 
Kepolisian yang telah menemukan perbuatan melawan hukum dan 
unsur ke empat dari Pasal 2 dan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 Jo 
UU RI No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 
Korupsi yaitu adanya kerugian keuangan negara atau 
perekonomian negara namun penyidik tidak berwenang untuk 
menentukan besarnya kerugian tersebut sehingga  penyidik harus 
mampu saling berkoordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan 
Republik Indonesia (BPK RI)  untuk menentukan kerugian Negara 
sebagaimana wewenang BPK yaitu menilai dan/atau menetapkan 
jumlah kerugian Negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan 
hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh bendahara, 
pengelola Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, 
dan lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan 
keuangan Negara.  
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   Terkait dengan permasalahan diatas, penulis sangat tertarik 
untuk menulis sebuah skripsi mengenai “Koordinasi Antara 
Penyidik Kepolisian dengan Badan Pemeriksa Keuangan 
dalam Penyelidikan / Penyidikan Tindak Pidana Korupsi ”. 
B. Rumusan Masalah 
1. Bagaimanakah pelaksanaan koordinasi penyidik Kepolisian 
dengan Badan Pemeriksa Keuangan dalam menentukan 
besarnya kerugian keuangan Negara dalam penyelidikan / 
penyidikan tindak pidana korupsi? 
2. Apakah yang menjadi hambatan penyidik Kepolisian dalam 
rangka permintaan perhitungan kerugian keuangan Negara oleh 
Badan Pemeriksa Keuangan dalam penyelidikan/ penyidikan 
tindak pidana korupsi? 
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian  
Tujuan dari kegiatan penelitian ini adalah sebagai berikut :  
1. Untuk mengetahui pelaksanaan Koordinasi Penyidik Kepolisian, 
dengan Badan Pemeriksa Keuangan dalam penyelidikan/ 
penyidikan tindak pidana korupsi. 
2. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi oleh Penyidik 
Kepolisian, dalam rangka permintaan perhitungan kerugian 
keuangan Negara oleh Badan Pemeriksa Keuangan dalam 




D. Kegunaan Penelitian  
Penulisan proposal penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan 
dalam hal-hal berikut:  
1. Segi Teoritis 
Hasil penelitian ini dapat menambah literatur di bidang hukum 
pidana, khususnya pada penanganan tindak pidana korupsi yang 
dilakukan oleh penegak hukum, baik dalam kalangan civitas 
akademika Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, instansi 
pemerintah, praktisi hukum serta masyarakat umum. 
2. Segi Praktis 
Hasil penelitian ini dapat dijadikan masukan bagi aparat penegak 

















A. Pengertian Koordinasi  
 
Arti koordinasi menurut Money dan Reily, bahwa koordinasi 
adalah penyelarasan secara teratur atau penyusunan kembali kegiatan-
kegiatan yang saling bergantung dari individu-individu untuk mencapai 
tujuan bersama. 2 
MC. Farland mendefinisikan koordinasi sebagai suatu proses dimana 
pimpinan mengembangkan pola usaha kelompok secara teratur 
diantara bawahannya dan menjamin kesatuan tindakan didalam 
mencapai tujuan bersama.  
Hakikat Koordinasi, bertujuan untuk menyatukan dan menyesuaikan 
kegiatan-kegiatan, menghubungkan satu sama lain, menyangkut 
pautkan sehingga kegiatan- kegiatan tersebut menjadi suatu unit kerja. 
Dalam rangka meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan produktifitas 
kerja, koordinasi harus dilakukan di semua tingkatan, baik di pusat 
maupun didaerah, bahkan dalam kesatuan-kesatuan administratif, 
seperti bidang, seksi, bagian, sampai dengan kesatuan-kesatuan yang 
paling kecil.  
 
                                                          




B. Pengertian Penyidik Polri  
 
Polri merupakan bagian dari Criminal Justice System selaku 
penyidik yang memiliki kemampuan penegakan hukum (represif), Peran 
Polri dalam penegakan hukum Tindak Pidana Korupsi, dalam Undang-
undang No 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia 
pada Pasal 14 huruf g menyebutkan “Kepolisian Negara Republik 
Indonesia melakukan Penyelidikan dan Penyidikan terhadap semua 
tindak pidana sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan peraturan 
perUndang-undangan lainnya”.3 Dan sesuai dengan bunyi Pasal 25 UU 
No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 
bahwa “Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan 
dalam perkara tindak pidana korupsi harus didahulukan dari perkara 
lain guna penyelesaian secepatnya”, Hal ini selaras dengan semangat 
reformasi Polri yang membuat grand strategi Polri dengan Kebijakan 
Strategis Pimpinan Polri di dalamnya, Bahwa pemberantasan Tindak 
Pidana Korupsi adalah merupakan prioritas bagi Polri.  
Menurut ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a KUHAP, salah satu 
instansi yang diberi kewenangan melakukan penyidikan ialah “pejabat 
Polisi Negara”. Memang dari segi diferesiasi fungsional, KUHAP telah 
meletakkan tanggung jawab fungsi penyidikan kepada instasi 
kepolisian. Cuma agar seorang pejabat kepolisian dapat diberi jabatan 
sebagai penyidik, harus memenuhi “syarat kepangkatan” sebagaimana 
                                                          
3  Undang- Undang nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia; 
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hal itu ditegaskan dalam Pasal 6 ayat (2). Menurut penjelasan Pasal 6 
ayat (2), kedudukan dan kepangkatan penyidik yang diatur dalam 
Peraturan Pemerintah, diselaraskan dan diseimbangkan dengan 
kedudukan dan kepangkatan penuntut umum dan hakim peradilan 
umum.4 
Dalam hal penyidikan melakukan tindakan pemeriksaan 
penangkapan, penahanan, penggeledahan, pemasukan rumah, 
penyitaan benda, pemeriksaan surat, pemeriksaan saksi, pemeriksaan 
ditempat kejadian, Pelaksanaan penetapan dan putusan pengadilan 
atau tindakan lain menurut ketentuan KUHAP. la membuat berita acara 
yang dikuatkan dengan sumpah jabatan dan ditandatangani oleh 
penyidik dan semua orang yang terlibat (Pasal 8 jo 75 KUHAP). Setiap 
pejabat Polisi adalah penyidik yang karena kewajibannya berwenang 
untuk menerima laporan atau pengaduan tentang tindak pidana, 
mencari keterangan dan barang bukti menyuruh berhenti orang yang 
dicurigai atau dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri 
dan mengadakan tindakan lain menurut hukum, ia dan barang bukti 
menyuruh berhenti orang yang dicurigai atau dan menanyakan serta 
memeriksa tanda pengenal diri dan mengadakan tindakan lain menurut 
hukum, ia dapat pula bertindak atas perintah penyidik melakukan 
penangkapan, melarang meninggalkan tempat penggeledahan dan 
menyita. Atas pelaksanaan tindakan tersebut penyelidik membuat dan 
                                                          
4 Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Jakarta, Sinar Grafika, 




menyampaikan laporan kepada penyidik (Pasal 4-5 KUHAP). 
Sedangkan yang dimaksudkan dengan pejabat penyelidik adalah 
merupakan wewenang dan tugas utama polri dari pangkat Prada 
sampai Jendral dalam rangka mencari kejahatan yang terjadi dalam 
masyarakat. Menurut Pasal 2A. PP Nomor 58 Tahun 2010 syarat 
kepangkatan pejabat polisi Republik Indonesia yang diberi wewenang 
untuk menjadi penyidik adalah sebagai berikut :  
a. Berpangkat paling rendah Inspektur Dua Polisi dan berpendidikan  
paling rendah sarjana strata satu atau yang setara. 
b. Bertugas di bidang fungsi penyidikan paling singkat 2 (dua) tahun. 
c. Mengikuti dan lulus pendidikan pengembangan spesialisasi fungsi 
reserse kriminal. 
d. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat 
keterangan dokter dan 
e. Memiliki kemampuan dan integritas moral yang tinggi 
    Institusi kepolisian merupakan salah satu pondasi penegak hukum 
yang diharapkan dapat memberikan pengayoman dan perlindungan  
kepada masyarakat. Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang 
Kepolisian Negara Republik Indonesia, menegaskan tugas dan 
wewenang kepolisian dalam Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 




 Pasal 13 
 Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah: 
a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; 
 b. Menegakkan hukum; dan 
c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada 
masyarakat. 
Pasal 14 
(1) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas : 
a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli 
terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan; 
b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, 
ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan; 
c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi 
masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga 
masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-
undangan; 
d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional; 
e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum; 
f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis 
terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan 
bentuk-bentuk pengamanan swakarsa; 
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g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak 
pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan 
perUndang-undangan lainnya; 
h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, 
laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan 
tugas kepolisian; 
i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan 
lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana 
termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan 
menjunjung tinggi hak asasi manusia; 
j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara 
sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang; 
k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan 
kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta 
l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perUndang-
undangan. 
(2) Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 
(1) huruf f diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. 
 Pasal 15 
(1)  Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 13 dan 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia 
secara umum berwenang: 
a. Menerima laporan dan/atau pengaduan; 
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b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang 
dapat menggangguketertiban umum; 
c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit 
masyarakat; 
d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau 
mengancam persatuan dan kesatuan bangsa; 
e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan 
administratif kepolisian; 
f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari 
tindakan kepolisian dalamrangka pencegahan; 
g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian; 
h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret 
seseorang; 
i. Mencari keterangan dan barang bukti; 
j. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional; 
k. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang 
diperlukan dalam rangkapelayanan masyarakat; 
l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan 
pelaksanaan putusan pengadilan,kegiatan instansi lain, serta 
kegiatan masyarakat; 




(2) Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan 
perUndang-undangan lainnyaberwenang : 
a. Memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum 
dan kegiatan masyarakat lainnya; 
b. Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan 
bermotor; 
c. Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor; 
d. Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik; 
e. Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, 
bahan peledak, dansenjata tajam; 
f. Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan 
terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan; 
g. Memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian 
khusus danpetugas pengamanan swakarsa dalam bidang 
teknis kepolisian; 
h. Melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam 
menyidik danmemberantas kejahatan internasional; 
i. Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang 
asing yang beradadi wilayah Indonesia dengan koordinasi 
instansi terkait; 




k. Melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup 
tugas kepolisian. 
(3) Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam 
ayat (2) huruf a dan d diatur lebih lanjut dengan Peraturan 
Pemerintah. 
Pasal 16 
(1)  Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 13 dan 14 dibidang proses pidana, Kepolisian Negara 
Republik Indonesia berwenang untuk : 
a. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan 
penyitaan; 
b. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat 
kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan; 
c. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam 
rangka penyidikan; 
d. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta 
memeriksa tanda pengenal diri; 
e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat; 
f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai 
tersangka atau saksi; 
g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya 
dengan pemeriksaan perkara; 
h. Mengadakan penghentian penyidikan; 
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i. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum; 
j. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat 
imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam 
keadaan mendesak atau mendadak untuk  mencegah atau 
menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana; 
k. Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik 
pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik 
pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; 
dan 
l. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung 
jawab. 
 
(2)  Tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf l adalah 
tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika 
memenuhi syarat sebagai berikut : 
a. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum; 
b. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan 
tindakan tersebut dilakukan; 
c. Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan 
jabatannya; 
d. Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang 
memaksa; dan 




C. Tugas dan Wewenang Badan Pemeriksa Keuangan 
Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK merupakan lembaga 
tinggi negara yang memiliki kewenangan untuk memeriksa 
pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara sebagaimana 
diatur dalam Pasal 23 ayat (5) UUD 1945  menetapkan bahwa untuk 
pemeriksaan tanggung jawab yang berhubungan dengan keuangan 
negara diadakan suatu Badan Pemeriksa Keuangan dimana 
peraturannya ditetapkan dengan Undang-undang. Kemudian hasil 
pemeriksaan keuangan tersebut disampaikan kepada DPR. 
Pengaturan lebih lanjut tentang tugas dan kewenangan BPK diatur 
dalam UU No. 15 tahun 2006 tentang BPK. adapun tugas ini diatur 
dalam Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 yang formulasinya adalah sbb:  
     Pasal 6  
(1) BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab 
keuangan Negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, 
Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, 
Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha 
Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola 
keuangan Negara.  
(2) Pelaksanaan pemeriksaan BPK sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), dilakukan berdasarkan Undang-undang tentang 
pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara. 
 18 
 
(3)  Pemeriksaan BPK mencakup pemeriksaan keuangan, 
pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. 
(4) Dalam hal pemeriksaan dilaksanakan oleh akuntan publik 
berdasarkan ketentuan Undang-undang, laporan hasil 
pemeriksaan tersebut wajib disampaikan kepada BPK dan 
dipublikasikan. 
(5) Dalam melaksanakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung 
jawab keuangan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
BPK melakukan pembahasan atas temuan pemeriksaan dengan 
objek yang diperiksa sesuai dengan standar pemeriksaan 
keuangan Negara. 
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tugas BPK 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan 
BPK. 
Pasal 7 
(1) BPK menyerahkan hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan 
tanggung jawab keuangan Negara kepada DPR, DPD, dan DPRD 
sesuai dengan kewenangannya. 
(2) DPR, DPD, dan DPRD menindaklanjuti hasil pemeriksaan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan 
tata tertib masing-masing lembaga perwakilan.  
(3) Penyerahan hasil pemeriksaan BPK kepada DPRD dilakukan oleh 
Anggota BPK atau pejabat yang ditunjuk. 
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(4) Tata cara penyerahan hasil pemeriksaan BPK kepada DPR, DPD, 
dan DPRD diatur bersama oleh BPK dengan masing-masing 
lembaga perwakilan sesuai dengan kewenangannya. 
(5) Hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab 
keuangan Negara yang telah diserahkan kepada DPR, DPD, dan 
DPRD dinyatakan terbuka untuk umum. 
Pasal 8 
(1) Untuk keperluaan tindak lanjut hasil pemeriksaan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), BPK menyerahkan pula hasil 
pemeriksaan secara tertulis kepada Presiden, Gubernur, 
Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya. 
(2) Tindak lanjut hasil   pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) diberitahukan secara tertulis oleh Presiden, Gubernur, 
Bupati/ Walikota kepada BPK. 
(3) Apabila dalam pemeriksaan ditemukan unsur pidana, BPK 
melaporkan hal tersebut kepada instansi yang berwenang sesuai 
dengan ketentuan peraturan perUndang-undangan paling lama 1 
(satu) bulan sejak diketahui adanya unsur pidana tersebut. 
(4) Laporan BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijadikan 
dasar penyidikan oleh pejabat penyidik yang berwenang sesuai 
dengan peraturan perUndang-undangan. 
(5) BPK memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan yang 
dilakukan oleh pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan 
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hasilnya diberitahukan secara tertulis kepada DPR, DPD, dan 
DPRD, serta Pemerintah. 
Adapun yang menjadi wewenang BPK adalah sebagaimana diatur 
dalam Pasal 9 yang formulasi lengkapnya sbb :   
Pasal 9  
(1) Dalam melaksanakan tugasnya BPK berwenang :    
a. Menentukan objek pemeriksaan, merencanakan dan 
melaksanakan pemeriksaan, menentukan waktu dan metode 
pemeriksaan serta menyusun dan menyajikan laporan 
pemeriksaan;    
b. Meminta keterangan dan/atau dokumen yang wajib diberikan 
oleh setiap orang, unit organisasi Pemerintah Pusat, 
Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank 
Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan 
Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan 
lain yang mengelola keuangan Negara;    
c. Melakukan pemeriksaan di tempat penyimpanan uang dan 
barang milik Negara, di tempat pelaksanaan kegiatan, 
pembukuan dan tata usaha keuangan negara, serta 
pemeriksaan terhadap perhitungan-perhitungan, surat-surat, 
bukti-bukti, rekening koran, pertanggungjawaban, dan daftar 
lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara; 
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d. Menetapkan jenis dokumen, data, serta informasi mengenai 
pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang 
wajib disampaikan kepada BPK; 
e. Menetapkan standar pemeriksaan keuangan Negara setelah 
konsultasi dengan Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah yang 
wajib digunakan dalam pemeriksaan pengelolaan dan 
tanggung jawab keuangan negara; 
f. Menetapkan kode etik pemeriksaan pengelolaan dan 
tanggung jawab keuangan negara; 
g. Menggunakan tenaga ahli dan/atau tenaga pemeriksa di luar 
BPK yang bekerja untuk dan atas nama BPK; 
h.  Membina jabatan fungsional Pemeriksa; 
i. Memberi pertimbangan atas Standar Akuntansi Pemerintahan; 
dan 
j. Memberi pertimbangan atas rancangan sistem pengendalian 
intern Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah sebelum 
ditetapkan oleh Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah. 
(2) Dokumen, data, serta informasi mengenai pengelolaan dan 
tanggung jawab keuangan negara yang diminta oleh BPK 




  Wewenang BPK yang terkait dengan penanganan perkara korupsi 
adalah dalam rangka menghitung kerugian negara sebagaimana 
diatur dalam Pasal 10 yang formulasi lengkapnya adalah sbb : 
Pasal 10  
(1) BPK menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara yang 
diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun 
lalai yang dilakukan oleh bendahara, pengelola Badan Usaha Milik 
Negara/Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain 
yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara. 
(2) Penilaian  kerugian keuangan negara dan/atau penetapan pihak 
yang berkewajiban membayar ganti kerugian sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan BPK. 
(3) Untuk menjamin pelaksanaan pembayaran ganti kerugian, BPK 
berwenang memantau : 
a. Penyelesaian ganti kerugian negara/daerah yang ditetapkan 
oleh Pemerintah terhadap pegawai negeri bukan bendahara 
dan pejabat lain;  
b. Pelaksanaan pengenaan ganti kerugian negara/daerah 
kepada bendahara, pengelola Badan Usaha Milik 
Negara/Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan 
lain yang mengelola keuangan negara yang telah ditetapkan 
oleh BPK; dan  
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c. Pelaksanaan pengenaan ganti kerugian negara/daerah yang 
ditetapkan berdasarkan putusan pengadilan yang telah 
mempunyai kekuatan hukum tetap.  
(4) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
diberitahukan secara tertulis kepada DPR, DPD, dan DPRD 
sesuai dengan kewenangannya. 
   Hasil perhitungan kerugian negara yang dilakukan oleh BPK ini 
sudah barang tentu bermanfaat bagi Penyidik Kepolisian, Jaksa 
Penuntut Umum dalam penanganan perkara korupsi, bukan hanya 
dalam rangka menentukan jumlah kerugian negara saja, tetapi juga 
dalam rangka menjadikan auditor yang melakukan perhitungan 
kerugian itu untuk bisa dihadirkan sebagai ahli dipersidangan atas 
kasus korupsi yang ditangani oleh penyidik kepolisian dan Jaksa.  
Kehadiran BPK dipersidangan untuk bertindak sebagai ahli yang dapat 
memberikan keterangan dipersidangan diatur dalam Pasal 11 yang 
formulasinya adalah sbb: 
Pasal 11  
BPK dapat memberikan : 
a. Pendapat kepada DPR, DPD, DPRD, Pemerintah 
Pusat/Pemerintah Daerah, Lembaga Negara Lain, Bank Indonesia, 
Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha 
Milik Daerah, Yayasan, dan lembaga atau badan lain, yang 
diperlukan karena sifat pekerjaannya; 
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b. Pertimbangan atas penyelesaian kerugian negara/daerah yang 
ditetapkan oleh Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah; dan/atau 
c. Keterangan dalam proses peradilan mengenai kerugian negara/ 
daerah.5 
D. Tindak Pidana Korupsi 
1. Pengertian Tindak Pidana  
  Dikalangan para ahli pidana istilah tindak pidana berasal dari 
istilah yang dikenal dalam Hukum Pidana Belanda yaitu “strafbaar feit” 
yang diartikan dalam berbagai ragam kata dalam bahasa Indonesia 
yang dalam bahasa lain disebut “delictium” atau “delicta”.  
 Istilah strafbaar feit mempersoalkan mengenai suatu perbuatan atau 
tindakan  manusia  yang  mempunyai  hak  dan  kewajiban  sebagai  
suatu perbuatan atau tindakan yang melawan hukum atau melanggar 
hukum kepentingan orang lain. Perbuatan mana adalah suatu 
perbuatan yang dilarang dan diancam hukuman oleh Undang-undang 
bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. 
  Para pembentuk Undang-undang tidak memberikan suatu 
penjelasan mengenai apa yang sebenarnya dimaksud dengan kata 
“Strafbaar feit”  
Simons merumuskan: “Strafbaar feit” adalah suatu tindakan 
melanggar   hukum yang dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang 
                                                          
5 Yudi Kristiana, Thafa Media Yogyakarta, 2016, Hal. 84  
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yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya, yang dinyatakan 
sebagai dapat dihukum.6 
 
Dalam memberikan pendapat-pendapat secara teoritis sangatlah 
berbahaya. Dalam pendapat yang diberikan Simons tentang pengertian 
dari “Strafbaar feit” tersebut bersifat khusus karena hanya spesifik 
menyebutkan bahwa suatu tindakan hanya dapat 
dipertanggungjawabkan apabila dilakukan dengan sengaja. 
 
Berbeda yang disebutkan oleh Pompe, menurut Pompe 
perkataan “Strafbaar feit” itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai 
“suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap hukum) yang dengan 
sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang 
pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah 
perlu demi terpeliharanya tertb hukum dan terjadnya kepentingan 
umum.”7 
Moeljatno berpendapat bahwa, setelah memilih “perbuatan 
pidana” sebagai terjemahan dari “Strafbaar feit”, beliau memberikan 
perumusan (pembatasan) sebagai perbuatan dilarang dan diancam 
dengan pidana barang siapa yang melanggar larangan tersebut dan 
perbuatan itu harus pula betul-betul dirasakan masyarakat sebagai 
perbuatan yang tak boleh atau menghambat akan terciptanya tata 
pergaulan masyarakat yang dicita-citakan oleh masyarakat itu.8 
 
Vos (Martiman Prodjohamidjojo, 1996: 16) merumuskan bahwa 
strafbaarfeit adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh 
peraturan perUndang-undangan. 
 
                                                          
6 Andi sofyan dan Nur Azisa, Hukum Pidana, Pustaka Pena Press,2016 Hal.97 
7 Ibid. Hal 97 
8 Ibid. Hal 97 
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Wirjono Prodjodikoro (1981:50) menyatakan bahwa tindak 
pidana itu adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan 
hukuman pidana. 
 
Tindak pidana merupakan unsur yang paling pokok dalam 
hukum pidana karena tindak pidana memberi suatu ciri tertentu pada 
suatu peristiwa pidana. Adanya ciri tertentu, maka dalam kehidupan 
sehari-hari dapat dibedakan mana yang termasuk tindak pidana dan 
mana yang tidak termasuk tindak pidana. 
Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana apabila 
memenuhi syarat formil maupun syarat materil. Syarat formil terdapat 
pada ketentuan yang disebutkan dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yakni: 
“tiada suatu perbuatan yang boleh dihukum, melainkan atas ketentuan-
ketentuan pudana dalam Undang-undang, yang ada terdahulu daripada 
perbuatan itu”. 
Disamping syarat formil, tindak pidana tersebut harus dianggap 
sebagai perbuatan yang tidak boleh atau tidak patut dilakukan, dimana 
hal tersebut merupakam syarat materil. Mengenai syarat materil tidak 
hanya hukum tertulis atau Undang-undang saja. Tetapi juga hukum 






2. Unsur – Unsur Tindak Pidana 
       Setiap  perbuatan  harus  memenuhi  unsur-unsur  tindak  
pidana. Unsur-unsur tindak pidana terdiri atas unsur objektif dan unsur 
subjektif. 
1. Unsur objektif, yaitu unsur yang terdapat di luar diri pelaku yang 
dapat berupa: 
a. Ada perbuatan ( mencocoki rumusan delik) 
Van  Hamel  (Amir  Ilyas,  2012:49)  menunjukkan  tiga 
perbuatan  pengertian yakni: 
1) Perbuatan = terjadinya kejahatan (delik). Pengertian ini sangat 
luas, misalnya dalam suatu kejahatan beberapa orang 
dianiaya, dan apabila dalam suatu penganiayaan dilakukan 
pula penuntutan salah satu dari perbuatan-perbuatan itu 
dikemudian dari yang lain. 
2) Perbuatan = perbuatan yang didakwakan. Ini terlalu sempit. 
Contoh seseorang dituntut melakukan perbuatan 
penganiayaan yang menyebabkan kematian, kemudian 
ternyata ia sengaja melakukan pembunuhan, maka berarti 
masih dapat dilakukan penuntutan atas dasar “sengaja 
melakukan pembunuhan” karena ini lain dari pada 
“penganiayaan yang menyababkan kematian”. Van tidak 
menerima pengertian perbuatan dalam arti yang kedua ini. 
3) Perbuatan = perbuatan material, jadi perbuatan itu tidak 
terlepas dari unsur kesalahan dan terlepas dari akibat. 
Dengan pengertian ini, maka ketidakpantasan yang ada pada 
kedua pengertian terdahulu dapat dihindari. 
b.   Ada sifat melawan hukum 
Amir ilyas (2012:53) menyatakan bahwa setiap perbuatan yang 
dilarang dan diancam dengan pidana oleh peraturan hukum 
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pidana itu harus bersifat melawan hukum. Adapun sifat perbuatan 
melawan hukum suatu perbuatan ada 2 (dua) macam, yakni: 
1) Sifat melawan hukum formil 
Menurut pendapat ini, yang dimaksud dengan perbuatan 
bersifat melawan hukum adalah perbuatan yang memenuhi 
rumusan Undang-undang, kecuali jika diadakan 
pengecualiaan-pengecualian yang telah ditentukan dalam 
Undang-undang, bagi pendapat ini melawan hukum berarti 
melawan Undang-undang, sebab hukum adalah Undang-
undang. 
2) Sifat melawan hukum materil 
Menurut pendapat ini belum tentu perbuatan yang memenuhi 
rumusan Undang-undang itu bersifat melawan hukum. Bagi 
pendapat ini yang dinamakan hukum itu bukan hanya 
Undang-undang saja (hukum yang tertulis) tetapi juga 
meliputi hukum yang tidak tertulis, yakni kaidah-kaidah atau 
kenyataan-kenyataan yang berlaku di masyarakat. 
 
2. Unsur Subyektif (Unsur Pembuat), adalah unsur yang terdapat 
dalam diri si pelaku tindak pidana, Yaitu: 
a. Dapat dipertanggungjawabkan 
      Dapat dipertanggungjawabkan yang dimaksud disini adalah 
si terdakwa dapat mempertanggungjawabkan secara hukum 
akan kesalahannya, yaitu umur si pelaku antara 12 tahun 
sampai 18 tahun sebagaimana yang ditetapkan oleh putusan 
Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-VIII/2010. Selain dari 
pada batasan umur si pelaku tersebut juga harus dalam  
keadaan sehat secara akal (tidak idiot, gila, dan sebagainya). 
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b. Ada kesalahan 
Adanya kesalahan disini dimaksud adalah memang dari si 
pelaku tindak pidana tidak ada alasan pembenar seperti 
halnya perintah jabatan, keadaan meksa dan lain 
sebagainya. 
3. Jenis - Jenis Tindak Pidana 
Didalam ilmu hukum pidana beberapa jenis tindak pidana yakni: 
a. Tindak Pidana Formil 
Tindak pidana formil adalah tindakan yang perumusannya 
dititik beratkan pada perbuatan yang dilarang jika tindak 
pidana tersebut telah selesai dengan dilakukannya 
perbuatan yang dilarang sebagaimana yang tercantum 
dalam peraturan perUndang-undangan. 
b. Tindak Pidana Materil 
Tindak pidana materil adalah tindak pidana yang 
perumusannya dititik beratkan pada akibat yang dilarang jika 
tindak pidana tersebut baru selesai apabila akibat yang 
dilarang itu telah terjadi. 
c.  Tindak Pidana Dolus dan Culpa  
Dolus adalah tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja 
sedangkan Culpa tindak adalah tindak pidana yang 




d.  Tindak Pidana Aduan 
Tindak pidana tersebut baru dilakukan penuntutan apabila 
ada pengaduan, oleh karena itu apabila tidak ada 
pengaduan maka tindak pidana tersebut tidak dapat dituntut. 
e.  Tindak Pidana Omisionis 
Tindak pidana omisionis adalah tindak pidana yang berupa 
pelanggaran terhadap perintah yang ditetapkan oleh 
Undang-undang. 
f. Tindak Pidana Comisionis 
Tindak pidana comisionis adalah tindak pidana yang berupa 
pelanggaran terhadap aturan yang diterapkan oleh Undang-
undang. 
  Ada beberapa ketentuan mengenai tindak pidananya, seperti yang 
terdapat dalam Pasal 44 Kitab Undang Hukum Pidana (mengenai 
orang yang melakukan tindak pidana karena daya paksa). 
  Hal tersebut merupakan wujud dari asas tidak dapat dipidananya 
seseorang apabila tidak terbukti melakukan kesalahan. 
 “Mengenai perbuatan mana yang disebut sebagai tindak pidana, 
maka dalam hukum pidana dianut asas legalitas yaitu asas yang 
menentukan bahwa tiap-tiap tindak pidana harus ditentukan 
sedemikian rupa oleh suatu aturan perUndang-undangan, atau 
setidaknya untuk suatu aturan hukum yang ada berlaku bagi 
terdakwa sebelum dapat dituntut untuk dipidana karena 
perbuatannya”.9. 
                                                          
9 E.Y.Kanter dan S.R Sianturi, 2002. Hal. 74 
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 Moeljatno (1987:55) mengartikan kata strafbaarfeit dengan istilah 
perbuatan pidana: “perbuatan pidana adalah perbuatan yang 
dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana yang disertai 
ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa 
yang melanggar larangan tersebut”. Dapat juga dikatakan bahwa 
perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan 
hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu 
diingat larangan ditujukan kepada orang yang menimbulkan 
kejadian. 
 Pembuat atau pelaku tindak pidana hanya dapat dipidana jika ia 
mempunyai kesalahan dan melakukan tindak pidana. Seseorang 
dikatakan mempunyai kesalahan bilamana pada waktu melakukan 
tindak pidana, dilihat dari segi kemasyarakatan ia dapat dicela 
oleh karena perbuatannya tersebut. 
4. Pengertian Korupsi   
Untuk memahami makna dari korupsi terlebih dahulu 
memahami pencurian dan penggelapan terlebih dahulu. Pencurian 
berdasarkan Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana 
adalah perbuatan secara melawan hukum mengambil barang 
sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud 
memiliki. Barang atau hak yang berhasil dimiliki bisa diartikan 
sebagai keuntungan pelaku. Dalam penggelapan berdasarkan 
Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah pencurian 
barang atau hak yang dipercayakan atau berada dalam 
kekuasaan si pelaku. Ada penyalahgunaan kewenangan atau 
kepercayaan oleh si pelaku. Dengan demikian korupsi dapat kita 
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pahami sebagai tindak pidana yang mengakibatkan kerugian 
Negara, atau yang mempunyai ciri-ciri; 
1) Merahasiakan motif dan ada keuntungan yang ingin diraih. 
2) Berhubungan dengan kekuasaan atau kewenangan tertentu. 
3) Berlindung di balik pembenaran hukum. 
4) Melanggar kaidah kejujuran dan norma hukum. 
5) Mengkhianati kepercayaan 
Selain ciri-ciri tindak pidana korupsi sebagaimana di atas, juga terdapat 
penyebabnya yaitu: 
a. Penegakan hukum tidak konsisten atau penegakan hukum hanya 
sebagai hiasan politik, sifatnya sementara dan selalu berubah 
setiap berganti pemerintahan. 
b. Penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang 
c. Langkanya lingkungan yang antikorup, sistem dan pedoman 
antikorupsi hanya dilakukan sebatas formalitas. 
d. Rendahnya pendapatan penyelenggaraan Negara. Pendapatan 
yang diperoleh harus mampu memenuhi kebutuhan 
penyelenggara Negara, mampu mendorong penyelenggara 
Negara untuk berprestasi dan memberikan pelayanan terbaik bagi 
masyarakat. 
e. Kemiskinan dan keserakahan. Masyarakat kurang mampu 
melakukan korupsi karena kesulitan ekonomi. Sedangkan mereka 
yang berkecukupan melakukan korupsi karena serakah, tidak 
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pernah puas dan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan 
keuntungan. 
f. Budaya memberi upeti, imbalan jasa dan hadiah. 
g. Konsekuensi bila ditangkap lebih rendah daripada keuntungan 
korupsi. Saat tertangkap bisa menyuap penegak hukum sehingga 
dibebaskan atau setidaknya diringankan hukumannya. 
h. Budaya permisif atau serba membolehkan. Menganggap biasa 
bila ada korupsi, karena sering terjadi. Tidak peduli orang lain, 
asal kepentinganya sendiri terlindungi. 
i. Gagalnya pendidikan agama dan etika. Bahwa agama telah gagal 
menjadi pembendung moral bangsa dalam mencegah korupsi 
karena perilaku masyarakat yang memeluk agama itu sendiri. 
Pemeluk agama menganggap agama hanya pada masalah 
bagaimana cara beribadah saja. Sehingga agama nyaris tidak 
berfungsi dalam memainkan peran sosial.10 
Korupsi adalah penyelewengan atau penggelapan (uang 
Negara atau perusahaaan) dan sebagainya untuk keuntungan 
pribadi atau orang lain serta selalu mengandung unsur 
“penyelewengan” atau dishonest (ketidakjujuran).  
Pengertian tindak pidana korupsi berasal dari kata “tindak pidana” 
dan “korupsi”. Pembentuk Undang-undang menggunakan istilah 
straafbaarfeit untuk menyebutkan nama tindak pidana, tetapi tidak 
                                                          
10    Hartanti, Evi. 2005. Tindak Pidana Korupsi. Semarang: Sinar Grafika; 
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memberikan secara rinci mengenai strafbaarfeit tersebut. Dalam 
bahasa Belanda Straafbaarfeit  terdapat dua unsur pembentuk 
kata, yaitu strafbaar dan feit.11  Perkataan feit dalam bahasa 
Belanda diartikan “sebagai dari kenyataan”, sedangkan straafbaar 
berarti “dapat dihukum”, sehingga secara harfiah perkataan 
straafbaarfeit berarti “sebagian dari kenyataan yang dapat dihukum” 
yang sudah tentu tidak tepat. Oleh karena itu bahwa yang dapat 
dihukum adalah manusia sebagai pribadi bukan kenyataan, 
perbuatan, atau tindakan.12  
Tindak Pidana Korupsi termasuk di dalam tindak pidana 
khusus. Istilah korupsi berasal dari “Corruption” yang berarti 
kerusakan. Selain itu kalimat korupsi dipakai pula untuk menunjuk 
keadaan atau perbuatan yang busuk. Korupsi banyak disangkutkan 
kepada ketidak jujuran seseorang dalam bidang keuangan.13 
Berdasarkan pemahaman Pasal 2  ayat (1) Undang-undang Nomor 
31 Tahun 1999 sebagaimana yang diubah dengan Undang-undang 
Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-undang Nomor 
31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi berbunyi :  
“ Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan 
memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang 
                                                          
11  Osman Simajuntak, Teknik Penuntutan dan Upaya Hukum,Jakarta, Gramedia Widiasarana 
1995, Hal. 29 
12  Evi Hartanti, Tindak Pidana Korupsi, Jakarta,Sinar Grafika, 2005, Hal. 5 
13  Djaja,Ermansjah.2008. Memberantas Korupsi Bersama Komisi   PemberantasanKorupsi. 




dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, 
dipidana dengan dipidana penjara seumur hidup atau pidana 
penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 ( dua 
puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000 ( dua ratus 
juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000. (satu milyar 
rupiah) ” 
Unsur-unsur delik pada pasal diatas sebagai berikut: 
1) Setiap Orang 
2) Secara melawan hukum 
3) Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi 
4) Dapat merugikan keuangan atau perekonomian Negara.14 
Pertama unsur “setiap orang” unsur ini merupakan pelaku atau 
subyek delik dalam Pasal 2 ayat (1),  dan unsur ini bukanlah delik inti 
(bestandeel delict) melainkan elemen delik (element delict). Ia 
merupakan subyek hukum yang diduga atau didakwa melakukan tindak 
pidan korupsi yang pembuktiannya bergantung kepada pembuktian 
delik intinya. Subyek delik dalam pasal ini tidak hanya terdiri dari 
manusia, tapi juga korporasi. Pasal 1 angka 3 secara eksplisit 
mengartikan setipa orang adalah orang perseoraan atau termasuk 
korporasi. Sedangkan yang dimaksud korporasi adalah kumpulan orang 
dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum 
maupun bukan badan hukum ( Pasal 1 angka 1 ). 
                                                          
14      Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana   Korupsi; 
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Sekalipun makna setiap orang pada Pasal 2 ayat (1) meliputi orang 
perseorang atau kooporasi, tapi makna orang perseorang tersebut tidak 
meliputi pegawai negeri atau pejabat. Jika pegawai negeri atau 
penyelenggara negara diajukan ke persidangan karena diduga 
melakukan tindak pidana korupsi, maka Pasal 2 ayat (1) Undang-
undang korupsi tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk mendakwa  
pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut. Dengan demikian,  
subyek delik  dalam Pasal 2 ayat (1) bermakna subyek delik meliputi 
orang perorangan atau korporasi pada umumnya, selain pegawai 
negeri atau pejabat.   
 Secara teoritis makna “setiap orang” menunjuk kepada siapa 
orangnya yang harus bertanggung jawab atas tindak pidana yang 
didakwakan itu atau setidak-tidaknya  mengenai siapa orannya uang 
harus dijadikan terdakwa. Kata “setiap orang” identik dengan 
terminologi kata barang siapa (hij). Oleh karena itu, kata “setiap orang” 
atau “barang siapa” sebagai siapa saja yang harus dijadikan sebagi 
terdakwa atau setiap orang sebagai Subjek hukum pedukung hak dan 
kewajiban yang dapat dimintai pertanggung jawaban pidana atas tindak 
pidana yang dilakukan sehingga secara histories–kronologis manusia 
sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya memiliki kemampuan 




 Kedua unsur “ melawan hukum”. Dalam bahasa Belanda melawan 
hukum merupakan padanan kata “wederrechtelijk” yang menunjukan 
sifat tidak sah suatu tindakan atau suatu maksud. 
 Ahli hukum pidana memberikan penegertian melawan hukum 
dalam makna yang beragam. Bemmelen mengartikan melawan hukum 
dengan dua pengertian, yaitu : “sebagai bertentangan dengan ketelitian 
yang pantas  dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau 
barang, dan bertentangan dengan kewajiban yang ditetapkan oleh 
Undang-undang”. 15 
 Dalam hukum pidana istilah “ sifat melawan hukum” adalah satu 
frase yang memiliki empat makna yaitu sifat melawan hukum umum, 
sifat  melawan hukum khusus, sifat melawan hukum formil dan sifat 
melawan hukum materil. Sifat melawan hukum umum diartikan sebagai 
syarat umum dapat dipidana suatu perbuatan. Setiap perbuatan pidana 
didalamnya pasti mengandung unsur melawan hukum. Sifat melawan 
hukum khusus terkait dengan pencatuman kata “ melawan hukum”  
secara ekspilisit dalam rumusan delik. Sifat melawan hukum 
merupakan syarat tertulis untuk dapat dipidananya suatu perbuatan. 
Sifat melawan hukum formal diartikan sebagai bertentangan dengan 
Undang-undang. Sedangkan sifat melawan hukum materil diartikan 
sebagai bertentangan dengan norma dan nilai-nilai masyarakat. 
                                                          
15 Mahrus Ali, Hukum Pidana Korupsi ;Yoyagkarta:UII Press,2016, Hal 86. 
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 Dalam Undang-undang tindak pidana korupsi, kata melawan 
diartikan sebagai melawan hukum formil dan melawan hukum materil. 
Suatu perbuatan dikatakan bersifat melawan hukum formil apabila 
perbuatan itu diancam pidana  dan dirumuskan sebagai suatu delik 
dalam Undang-undang. Menurut  Moeljatno, suatu perbuatan dikatakan 
bersifat melawan hukum formil apabila perbuatan tersebut telah 
mencocoki larangan Undang-undang“. 16  Suatu perbuatan tidak bisa 
dianggap bersifat melawan hukum apabilan perbuatan tersebut tidak 
secara eksplisit dirumuskan dalam Undang-undang sebagai perbuatan 
pidana, sekalipun perbuatan tersebut sangat merugikan masyarakat. 
Jadi, ukuran untuk menentukan apakah suatu perbuatan itu bersifat 
melawan hukum atau tidak adalah Undang-undang. 
Ketiga unsur ‘memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu 
korporasi’. Secara etimologis, memperkaya berasal dari suku kata 
‘kaya’ yang berarti mempunyai harta yang banyak atau banyak harta. 
Oleh karena itu, memperkaya, secara harfia, diartikan sebagai 
perbuatan menjadikan bertambahnya kekayaan. Memperkaya adalah 
menjadikan orang yang belum kaya jadi kaya atau orang yang sudah 
kaya bertambah kaya. Maksud memperkaya diri sendiri dapat 
ditafsirkan suatu perbuatan, yakni pelaku bertambah kekayaanya atau 
menjadi lebih kaya karena perbuatan tersebut. Modus operandi 
perbuatan memperkaya dapat dilakukan dengan berabagi cara, 
                                                          
16 Ibid, Hal 88. 
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misalnya dengan membeli, menjual, mengambil, memindah bukukan 
rekening, menandatangani kontrak serta pebuatan lainya sehingga 
pelaku jadi bertambah kekayaannya.  
Keempat unsur “  Dapat merugikan keuangan atau perekonomian 
negara”. Penjelasan Undang-undang korupsi menyebutkan bahwa 
keuangan negara adalah  seluruh kekayaan negara dalam bentuk 
apapun, yang dipisahkan atau tidak dipisahkan temasuk didalamnya 
segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajinban yang 
timbul karena (a) berada dalam penguasaan, pengurusan dan 
pertanggungjawaban pejabat negara, baik ditingkat pusat maupun 
daerah, (b) berada dalam penguasaan, pengurusan dan 
pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara / Badan Usaha Milik 
Dearah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan 
modol negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga 
berdasarkan perjanjian dengan negara. Sedangkan perekonomian 
negara adalah kehidupan pereekonomian negara yang disusun sebagai 
usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha 
masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan 
pemerintah, baik ditingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan 
peraturan perUndang-undangan yang berlaku dan bertujuan 







E. Penyidik Tindak Pidana Korupsi 
Yang berwenang dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan 
tindak pidana korupsi sebagai berikut: Kepolisian Negara Republik 
Indonesia, Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik 
Indonesia sebagaimana UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara 
Pidana (“KUHAP”), penyidik adalah setiap pejabat polisi negara 
Republik Indonesia dan/atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang 
diberi wewenang khusus oleh Undang-undang. 
1. Kepolisian Negara Republik Indonesia 
Dasar hukum Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia 
melakukan penyidikan tindak pidana Korupsi sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 7 KUHAP sebagai berikut : 
a.    Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang 
adanya tindak pidana; 
b.    Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian; 
c.    Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda 
pengenal diri tersangka; 
d.    Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan 
penyitaan; 
e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat; 
f. Mengambil sidik jari dan memotret seorang; 
g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai 
tersangka   atau saksi; 
 41 
 
h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya 
dengan pemeriksaan perkara; 
i. Mengadakan penghentian penyidikan; 
j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung 
jawab.17 
2.  Kejaksaan 
 Dasar Hukum Penyidik Kejaksaan melakukan penyidikan 
sebagaimana dimaksud dalam  Pasal 30 Ayat (1) huruf d UU No.16 
Tahun 2004 tentang Kejaksaan “ melakukan penyidikan terhadap 
tindak pidana tertentu berdasarkan Undang-undang. 18 
3.  Komisi Pemberatasan Korupsi Republik Indonesia 
 Dasar Hukum Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK) Republik 
Indonesia melakukan penyidikan tindak pidana korupsi 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf (c) UU No. 30 Tahun 
2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (“UU 
KPK”) yaitu: 
  “ melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap 
tindak pidana korupsi.19 
Wewenang KPK terkait dengan tugas penyelidikan, penyidikan dan 
penuntutan tindak pidana korupsi adalah terhadap tindak pidana 
korupsi yang (Pasal 11 UU KPK): 
                                                          
17 Undang –undang No 8 tahun 1981 tentang KUHAP 
18  Undang-undang No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan 
19  Undang-undang RI No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 
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a.   Melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan 
orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang 
dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara 
negara;  
b.   Mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat; dan/atau 
c.   Menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 
(satu milyar rupiah). 
F.  Pengertian Kerugian Negara 
 Menurut Adami Chazawi kerugian bagi keuangan atau 
perekonomian Negara bukanlah menjadi syarat  untuk terjadinya 
tindak pidana korupsi  Pasal 2 ayat (1)  secara sempurna, melainkan 
akibat kerugian Negara dapat timbul dari perbuatan memperkaya diri 
dengan melawan hukum tersebut. Oleh karena kerugian ini tidak perlu 
timbul, maka cukup menurut akal orang pada umumnya bahwa dari 
satu perbuatan dapat menimbulkan kerugian Negara tanpa merinci 
dan menyebut adanya bentuk dan jumlah kerugian Negara tertentu 
sebagaimana pada tindak pidana materil20 
 Nur Basuki Minarno berpendapat bahwa kerugian negara harus 
berupa Actual Lose. Menurutnya, makna ‘memperkaya’ dalam 
rumusan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 ‘menguntungkan’ dalam 
rumusan Pasal 3 Mengsyaratkan bertambahnya kekayaan atau 
keuntungan dari yang tidak ada menjadi ada atau dari yang sudah 
                                                          
20  Adami Chazawi, Hukum pidana Materil dan Formil Korupsi di Indonesia, Cetk kedua, 
Bayumedia Publishing, Malang, 2005, Hal 45 
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kaya / untung bertambah kaya / untung. Adanya penambahan 
kekayaan atau keuntungan yang diperoleh pelaku merupakan akibat 
dari adanya kerugian keuangan negara. Tidak mungkin pelaku 
memperoleh kekayaan atau keuntungan dari suatu tindak pidana 
korupsi, sementara keuangan negara tidak mengalami kerugian.21 
 Terlepas dari dua pandangan mengenai dua kerugian keuangan 
diatas baik perhitungan kerugian keuangan negara yang didasarkan 
actual lose maupun potential lose juga memunculkan dua pandangan. 
Pertama, pandangan yang menyatakan bahwa perhitungan kerugian 
negara tidak harus sama persis dengan jumlah kekayaan atau 
keuantungan yang diperoleh pelaku. Kedua pandangan yang 
menyatakan bahwa perhitungan kerugian harus sama persis dengan 
jumlah kekayaan atau keuntungan yang diperoleh pelaku, karena 
apabila ternyata perhitungan tersebut tidak sama, maka terdakwa 
akan bebas. Pandangan kedua inilah yang memunculkan gagasan 
bahwa yang terpenting bukan jumlah kerugian keuangan negara yang 
pasti karena sulit menentukannya, tapi lebih kepada penentuan 





                                                          
21   Nur Basuki Minarno, penyalagunaan wewenang dan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan 






A. Lokasi Penilitian 
Adapun lokasi penelitian yang dipilih oleh penulis guna 
menunjang pengumpulan data adalah di Provinsi Sulawesi Selatan 
dengan sasaran penelitian : 
1. Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan. 
2. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Sulawesi 
Selatan. 
Alasan penulis memilih lembaga tersebut tersebut saling 
berkoordinasi dalam penanganan kasus Tindak Pidana Korupsi  
B.  Teknik Pengumpulan Data 
Suatu karya ilmiah membutuhkan sarana untuk menemukan 
dan mengetahui lebih mendalam mengenai gejala-gejala tertentu 
yang terjadi dimasyarakat, dengan demikian kebenaran karya 
ilmiah tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. 
Sebagai tindak lanjut dalam memperoleh data-data yang 
diharapkan, maka penulis melakukan teknik pengumpulan data 
berupa :                       
1) Penelitian pustaka (library research) 
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2) Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data melalui cara 
membaca berbagai buku, artikel, jurnal ilmiah, dan literatur 
lainnya yang memiliki keterkaitan dengan materi pembahasan. 
3) Penelitian lapangan (field research) 
Pada bagian ini penulis melakukan pengumpulan data dengan 
cara berinteraksi langsung dengan objek yang diteliti. Dalam hal 
ini melakukan teknik interview (wawancara) yakni peneliti 
melakukan tanya jawab secara langsung dengan pihak-pihak 
terkait guna memperoleh data yang akurat terkait dengan materi 
pembahasan. 
C. Jenis Dan Sumber Data 
Data yang diperlukan dalam penelitian ini sesuai dengan 
permasaalahan dan tujuan penelitian, dibagi kedalam dua jenis 
data : 
1) Data primer 
Data perimer adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara 
langsung dengan pihak terkait sehubung dengan penulisan 
skripsi seperti Penyidik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan 
dan Pegawai / Auditor  Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan 
Provinsi Sulawesi Selatan. 
2) Data sekunder  
Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan-
bahan laporan dan dokumen lain yang telah ada sebelumnya 
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serta memiliki hubungan erat dengan masalah yang dibahas 
dalam penulisan skripsi. 
D. Analisis Data 
Untuk mengolah data primer dan data skunder seperti yang telah 
dijabarkan di atas, agar menjadi sebuah karya ilmiah (skripsi) 
yang terpadu dan sistematis diperlukan suatu teknik analisis 
yang dikenal dengan analisis Yuridis Deskriptif yaitu dengan cara 
menyelaraskan dan menggambarkan keadaan yang nyata 
mengenai Koordinasi antara penyidik kepolisian dengan Badan 
Pemeriksa Keuangan dalam menentukan besarnya kerugian 
Negara dalam Tindak Pidana Korupsi. Kemudian berdasarkan 
hasil wawancara dan studi kepustakaan yang diperoleh, maka 
data tersebut kemudian diolah  dan dianalisis secara kualitatif 












HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  
A. Hasil Penilitian 
Bahwa dalam Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang 
pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan 
atas Undang-undang No.31 Tahun 1999  tentang pemberantasan 
tindak pidana korupsi terdapat 30 (tiga puluh) Jenis tindak pidana 
Korupsi, yang mana terdapat 2 pasal yang mensyaratkan adanya 
kerugian negara, yaitu : 
Pasal 2  ayat (1) 
Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan 
memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang 
dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, 
dipidana dengan dipidana penjara seumur hidup atau pidana 
penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 ( dua 
puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,- ( dua ratus 
juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar 
rupiah) ”  
Pasal 3  
Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau 
orang lain atau suatu korporasi, menyalagunakan kewenangan, 
kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau 
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kedudukannya yang dapat merugikan keuangan negara atau 
perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur 
hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling 
lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit 
Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 
1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).  
Dalam penerapan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 tersebut salah satu 
unsur yang harus dipenuhi oleh Penyidik dalam penanganan tindak 
pidana korupsi dalam pasal tersebut adalah kerugian negara, 
sebagaimana disebut dalam pasal 1 angka 22 Undang-undang No. 
1 Tahun 2004 tentang pembedaharaan negara “Kerugian 
Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan 
barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan 
melawan hukum baik sengaja maupun lalai”.  
Guna memenuhui unsur kerugian negara tersebut maka penyidik 
harus dapat membuktikannya salah satunya dengan bantuan 
auditor. Pembuktian unsur, kerugian negara sudah lama menjadi 
polemik siapa pihak yang berwenang menentukannya 
sebagaimana  Judicial review yang diajukan oleh mantan direktur 
utama PLN Eddie Widiono Suwondho yaitu permohonan uji materiil 
Undang-undang No.30 Tahun 2002 Tentang Komisi 
Pemberantasan Korupsi terhadap UUD 1945 Pasal 23E ayat (1) 
yang menyatakan bahwa “untuk memeriksa pengelolaan dan 
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tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu badan 
pemeriksa keuangan yang bebas dan mandiri” dalam Putusan 
Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-X/2012 tanggal 23 Oktober 
2012, dalam pertimbangannya Mahkamah Konstitusi menyatakan 
bahwa dalam rangka pembuktian suatu tindak pidana korupsi, KPK 
bukan hanya dapat berkoordinasi dengan BPKP dan BPK, 
melainkan dapat juga berkoordinasi dengan instansi lain, bahkan 
bisa membuktikan sendiri diluar temuan BPK dan BPKP, misalnya 
dengan mengundang ahli atau dengan meminta bahan dari 
inspektorat jenderal atau badan yang mempunyai fungsi yang sama 
dengan itu. Bahkan, dari pihak-pihak lain (temasuk dari 
perusahaan), yang dapat menunjukan kebenaran materil dalam 
penghitungan kerugian keuangan negara dan / atau dapat 
membuktikan perkara yang sedang ditanganinya.   
 Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menurut penulis juga 
sejalan dengan penjelasan Pasal 32 ayat (1) Undang-undang No. 
31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 
2001 tentang perubahan atas Undang-undang No.31 Tahun 1999  
tentang pemberantasan tindak pidana Korupsi, yang dimaksud 
dengan “secara nyata telah ada kerugian negara” adalah kerugian 
yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan 
instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk. 
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 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-X/2012 tanggal 23 
Oktober 2012 tersebut setidaknya dapat menjawab keraguan beberapa 
pihak yang selama ini gamang dengan keberadaan BPKP ataupun 
auditor lainya diluar BPK, kewenangan BPKP. Kewenangan BPKP 
dalam mengitung kerugian keuangan negara sebagaimana diatur 
dalam Pasal 3 huruf E Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 
Tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan “Dalam 
melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BPKP 
menyelenggarakan fungsi: pengawasan terhadap perencanaan dan 
pelaksanaan program dan / atau kegiatan yang dapat menghambat 
kelancaran pembangunan, audit atas penyesuaian harga, audit klaim, 
audit investigatif  terhadap kasus - kasus penyimpangan yang 
berindikasi merugikan keuangan negara/daerah, audit penghitungan 
keuangan negara/daerah, pemberiaan keterangan ahli dan upaya 
pencegahan korupsi.    
  Dalam perkembangan hukum dewesa ini, oleh Mahkamah Agung 
Republik Indonesia mengeluarkan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2016 
tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah 
Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi 
Pengadilan, huruf A poin 6 Instansi yang berwenang menyatakan ada 
tidaknya kerugian keuangan Negara adalah Badan Pemeriksa 
Keuangan yang memiliki kewenangan konstitusional sedangkan 
instansi lainnya seperti Badan Pengawasan Keuangan dan 
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Pembangunan/Inspektorat/Satuan Kerja Perangkat Daerah tetap 
berwenang melakukan pemeriksaan dan audit pengelolaan keuangan 
Negara namun tidak berwenang menyatakan atau men-declare adanya 
kerugian keuangan Negara. Dalam hal tertentu Hakim berdasarkan 
fakta persidangan dapat menilai adanya kerugian negara dan besarnya 
kerugian negara. 
  Dengan adanya Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2016 tentang 
Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung 
Tahun 2016 pada huruf A poin 6 tersebut penulis berpendapat bahwa 
SEMA itu tidaklah dapat mengugurkan kewenangan instansi/auditor 
lainnya untuk mengitung kerugian keuangan negara sebagaimana 
kewenangan yang telah diberikan dan disebutkan dalam Putusan 
Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-X/2012 tanggal 23 Oktober 2012, 
penjelasan Pasal 32 ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 1999 
tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan 
atas Undang-undang No.31 Tahun 1999  tentang pemberantasan 
tindak pidana Korupsi, Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 
tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Bahwa 
kedudukan surat edaran adalah merupakan peringatan-peringatan, 
teguran dan petunjuk kepada Pengadilan dan para Hakim sebagaimana 
disebut pada Pasal 12 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 tahun 1950 
tentang susunan, kekuasaan dan jalan pengadilan Mahkamah Agung 
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Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 
56 Tahun 1958 tentang pengubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 
1950 tentang Susunan, Kekuasaan dan Jalan Pengadilan Mahkamah 
Agung Indonesia “tingkah-laku perbuatan (pekerjaan) pengadilan-
pengadilan tersebut dan para Hakim di pengadilan-pengadilan itu 
diawasi dengan cermat oleh Mahkamah Agung. Guna kepentingan 
jawatan maka untuk itu Mahkamah Agung berhak memberi peringatan-
peringatan, teguran dan petunjuk-petunjuk yang dipadang perlu dan 
berguna kepada  pengadilan-pengadilan  dan para Hakim tersebut baik 
dengan surat tersendiri maupun dengan surat edaran.    
  Dalam kenyataannya, atas perkara yang ditangani oleh penulis, 
pihak tersangka melakukan gugatan Praperadilan ke Pengadilan Negeri 
Makassar yang salah satu dalil  pemohon (tersangka) adalah 
menyatakan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) 
tidak mempunyai wewenang untuk melakukan penghitungan kerugian 
keuangan negara, oleh Hakim tunggal Pengadilan Negeri Makassar 
yang mengadili perkara Prapradilan tersebut  dalam pertimbangannya 
menyatakan bahwa BPKP tetap berwenang melakukan penghitungan 
kerugian keuangan negara/daerah sebagai salah satu alat bukti surat 
selain alat bukti lainnya yang dapat mengungkap adanya fakta 
persidangan yang dapat menjadi dasar Hakim menilai adanya kerugian 
keuangan negara dan besarnya kerugian negara sehingga dalam amar 
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putusannya yaitu Putasan Nomor 23/Pid.Prapp/2017/PN Mks, tanggal 
24 Oktober 2017 menolak seluruh gugatan pemohon (tersangka).    
  Dari penjelasan diatas penulis berpendapat bahwa lembaga 
yang dapat mengitung kerugian keuangan negara/daerah tidak hanya 
Badan Pemeriksa Keuangan melainkan juga dapat dilakukan oleh 
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Inspektorat, 
Akuntan publik, bahkan dapat penyidik dapat membuktikan sendiri 
sepanjang menujukkan kebenaran materiil dalam penghitungan 
kerugian keuangan negara/daerah tersebut. Namun dalam penulisan ini 
penulis lebih mengkaji sejauh mana dan hambatan apa yang ditemukan 
dalam hal Koordinasi antara Penyidik Kepolisian dengan Badan 
Pemeriksa Keuangan dalam Penyelidikan/ Penyidikan Tindak Pidana 
Korupsi khususnya mengenai unsur kerugian negara. 
 Adapun data penyidik tindak pidana korupsi Kepolisian Daerah 
Sulawesi Selatan dan Auditor / Pemeriksa BPK Pewakilan Provinsi 
Sulawesi Selatan Per 30 September 2017 sebagai berikut: 
Tabel 1 
No Nama Instansi Jumlah 
1 Penyidik Tindak Pidana Korupsi 
Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan. 
137 Orang  
2 Auditor / Pemeriksa BPK Perwakilan 
Provinsi Sulawesi Selatan. 
106 Orang 
Sumber Data Ditrektorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sulsel. 




B.  Pelaksanaan Koordinasi antara Penyidik Tindak Pidana 
Korupsi Polda Sulsel dengan Badan Pemeriksaan Keuangan 
(BPK) perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan.  
Tahap koordinasi penyidik Kepolisian dalam permintaan 
perhitungan kerugian keuangan negara terkait penanganan tindak 
pidana Korupsi sebagai berikut: 
1. Tahap Penyelidikan  Tindak Pidana Korupsi 
Pihak Penyidik Kepolisian setelah mendapat laporan 
pengaduan dari masyarakat tentang dugaan tindak pidana 
korupsi selanjutnya melakukan telaah laporan pengaduan 
kemudian penyidik kepolisian membuatkan surat perintah 
penyelidikan untuk melakukan penyelidikan dugaan tindak 
pidana korupsi tersebut. dalam tahap penyelidikan tindak 
pidana korupsi, pihak penyelidik kepolisian melakukan 
permintaan audit investigasi dalam bentuk surat kepada pihak 
BPK RI untuk melakukan Audit Investigasi kemudian Pihak 
BPK RI mengirimkan surat balasan kepada pihak penyelidik 
Kepolisian untuk melakukan ekspose perkara tersebut di 
kantor BPK untuk mengetahui apakah perkara yang di duga 
termasuk dalam tindak pidana korupsi yang ditangani oleh 
penyidik kepolisian dapat dihitung oleh Auditor  BPK untuk 
menentukan apakah terdapat adanya kerugian keuangan 
negara, kemudian penyidik melakukan ekspose perkara. 
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selanjutnya pihak BPK mengeluarkan risalah ekspose  guna 
menentukan apakah perkara yang ditangani oleh penyelidik 
kepolisian bisa atau tidak dilakukan perhitungan kerugian 
keuangan negara oleh auditor BPK. 
Apabila hasil dari ekspose perkara tersebut bisa dihitung oleh 
BPK selanjutnya penyidik kepolisian meningkatkan perkara 
tersebut ketahap penyidikan dan pihak BPK mengeluarkan 
surat tugas dan tim untuk melakukan perhitungan  kerugian 
keuangan negara terhadap perkara tersebut. 
Dari penjelasan diatas penulis berpendapat bahwa dasar 
Penyidik Kepolisian melakukan penyelidikan tindak pidana 
korupsi berdasarkan Pasal 4, Pasal 5, Pasal 9, Pasal 102 
Undang – Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab 
Undang - Undang Hukum Acara Pidana dan Pasal 14 huruf 
(g) Undang - Undang RI No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian 
Negara Republik Indonesia dan dasar BPK melakukan  
perhitungan kerugian negara adalah UUD 1945 Pasal 23E 
ayat (1) dan Pasal 10 ayat (1) UU No. 15 Tahun 2006 tentang 
BPK. 
2. Tahap Penyidikan. 
Pihak penyidik kepolisian setelah mendapatkan risalah 
ekpsose dari BPK yang menyatakan dapat dihitung kerugian 
keuangan negara selanjutnya penyidik kepolisian melakukan 
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gelar perkara internal untuk meningkatkan perkara tersebut ke 
tahap penyidikan, setelah penyidik kepolisian meningkatkan 
perkara tersebut ke tahap penyidikan selanjutnya penyidik  
membuat surat perintah penyidikan dan kembali meminta 
keterangan terhadap saksi-saksi  serta mengumpulkan barang 
bukti yang terkait dalam perkara tersebut selanjutnya penyidik 
melakukan koordinasi kepada pihak BPK untuk melakukan 
audit investigasi terhadap perkara tersebut dengan cara 
memberikan dokumen-dokumen yang telah dikumpulkan oleh 
penyidik dan hasil berita acara pemeriksaan pihak-pihak yang 
terkait yang dilakukan oleh penyidik kepada auditor sebagai 
dasar untuk menghitung besarnya kerugian keuangan negara 
selanjutnya auditor  membuat laporan hasil audit terhadap 
perkara dugaan tindak pidana korupsi yang merugikan 
keuangan negara/daerah  yang ditangani oleh penyidik 
sebagai alat bukti  surat, setelah laporan hasil audit kerugian 
negara yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan 
(BPK) diberikan kepada penyidik kepolisian selanjutnya 
penyidik mengirim surat permohonan permintaan keterangan 
ahli kepada BPK untuk menjelaskan dari laporan hasil audit 
tersebut sebagai alat bukti keterangan Ahli.  
 Dari penjelasan diatas penulis berpendapat bahwa dasar 
penyidik kepolisian melakukan penyidikan tindak korupsi  
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Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 ayat (1), Pasal 11, Pasal 
12, Pasal 106, Pasal 109 ayat (1) UU RI No.8 Tahun 1981 
tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan 
Pasal 26 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dengan 
Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan 
atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 14 ayat (1)  
huruf g, Pasal 15 ayat  (1) huruf a, i dan Pasal 16 ayat (1)  
Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara 
Republik Indonesia dan dasar BPK melakukan audit  
penghitungan kerugian keuangan negara  adalah Pasal 10 
ayat (1)  UU.No.15 Tahun 2006 tentang BPK dan untuk 
memberikan keterangan ahli dipersidangan diatur dalam Pasal 
11 huruf c. 
Tabel 2 
Data Laporan Kerugian keuangan Negara yang dikeluarkan 
oleh  BPK Provinsi Sulawesi Selatan atas permintaan Polda 
Sulsel dan Polres Jajarannya tahun 2014 S/d 2016 
berdasarkan data yang dimiliki Sub Bagian Hukum BPK 
Perwakilan Sulawesi Selatan. 
  
No Uraian Jumlah Keterangan 
1 
Data laporan kerugian 








Luwu Timur  




Berdasarkan  hasil wawancara Dadan Hermawan S.H., M.H  
Jabatan  Kepala Bagian Hukum BPK perwakilan Sulawesi 
Selatan ( Tanggal 12 Oktober 2017) bahwa koordinasi antara 
penyidik kepolisian Polda Sulsel terkait permintaan kerugian 
keuangan negara sudah berjalan dengan baik namun  Badan 
Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan 
tidak mempunyai auditor khusus atau sub bidang investigasi 
dalam permintaan oleh aparat penegak hukum terkait 
penyelidikan / penyidikan tindak pidana korupsi hanya 
mempunyai auditor rutin tahunan dalam memeriksa laporan 
keuangan di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan.  
 
Tabel 3 
Data Laporan Hasil Permintaan Kerugian keuangan Negara 
yang dikeluarkan oleh  BPK RI atas permintaan Polda Sulsel 
Tahun 2017 berdasarkan data yang dimiliki Direktorat 
Reserse kriminal Khusus Polda Sulawesi Selatan. 
  
Uraian Jumlah Keterangan 
Data laporan kerugian 
keuangan negara 
1 Subdit 3 Tipidkor 
Polda Sulsel 







Data Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi Subdit Tipikor 
Ditreskrimsus dan Jajaran Polda Sulsel Tahun 2016. 
 











1 2 3 4 5 6 
 
1 Subdit III Tipikor 5 7 12 240 % 
2 Polrestabes 
Makassar 
2 1 1 50 % 
3 Polres 
Pelabuhan 
2 - 2 100 % 
4 Polres Gowa 2 1 3 150 % 
5 Polres Maros 2 1 1 50 % 
6 Polres Pangkep 2 2 6 300 % 
7 Polres Barru 2 1 1 50 % 
8 Polres Parepare 2 2 3 150 % 
9 Polres Pinrang 2 1 2 100 % 
10 Polres Sidrap 2 1 1 50 % 
11 Polres Enrekang 2 1 1 50 % 
12 Polres Tana 
Toraja 
2 1 1 50 % 
13 Polres Palopo 2 - 1 50 % 
14 Polres Luwu 2 - 1 50 % 
15 Polres Luwu 
Utara 
2 1 1 50 % 
16 Polres Luwu 
Timur 
2 - 3 150 % 
17  Polres Takalar 2 1 2 100 % 
18  Polres 
Jeneponto 
2 2 1 50 % 
19  Polres 
Bantaeng 
2 - - 0 % 
20  Polres 
Bulukumba 
2 1 4 200 % 
21  Polres Sinjai 2 1 - 0 % 
22  Polres Bone 2 2 3 150 % 
23  Polres Soppeng 2 - 1 50 % 
24  Polres Wajo 2 1 5 250% 
25  Polres Selayar 2 
 




54 29 59  
Data Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda SulSel. 
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C. Hambatan Penyidik Kepolisian dalam rangka permintaan 
perhitungan kerugian keuangan Negara oleh Badan Pemeriksa 
Keuangan dalam penyelidikan / penyidikan tindak pidana 
korupsi. 
 
Berdasarkan hasil wawancara (Tanggal 3 Nopember 2017) 
terhadap Kasubdit 3 Tipidkor Ditreskrimsus Polda Sulsel (selaku 
penyidik) AKBP Leonardo Panji Wahyudi, S.IK  menjelaskan bahwa 
hambatan yang dialami oleh penyidik tindak pidana korupsi Polda 
Sulsel dalam rangka permintaan perhitungan kerugian keuangan 
negara yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan 
Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan adalah pada saat penyidik 
mengajukan surat permintaan ekspose perkara dalam rangka 
perhitungan kerugian keuangan negara di BPK Perwakilan Provinsi 
Sulawesi Selatan yang  belum mempunyai sub bidang investigasi 
khusus untuk menangani permintaan kerugian keuangan negara di 
BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan oleh penyidik atau 
aparat penegak hukum sehingga surat permintaan audit 
perhitungan kerugian negara yang diminta oleh penyidik  harus 
ditembuskan kepada BPK pusat sebagai koordinator BPK 
Perwakilan sehingga menghambat proses penyelidikan dan 
penyidikan tindak korupsi yang ditangani oleh penyidik tindak 





A. Kesimpulan  
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan 
oleh penulis maka dapat ditarik kesimpulan sebagi berikut:  
1. Dalam tahap penyelidikan / penyidikan tindak pidana korupsi, 
Penyidik kepolisian diharuskan mampu berkoordinasi dengan 
Badan Pemeriksa Keuangan sebagai lembaga yang berwenang 
menentukan besarnya kerugian keuangan negara. 
2. Badan Pemeriksa keuangan sebagai lembaga yang berwenang 
menentukan besarnya kerugian keuangan negara dan penyidik 
kepolisian sebagai penegak hukum dalam tindak pidana 
korupsi telah bersinergitas dalam penanganan tindak pidana 
korupsi, namun masih belum adanya auditor khusus yang 
menangani permintaan audit investagasi di Badan pemeriksa 
keuangan Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan. 
    
B. Saran 
Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis memberikan saran 
sebagi berikut: 
1. Penyidik Tindak Pidana Korupsi Polda Sulsel harus mampu 
berkoordinasi dengan baik dengan  Badan Pemeriksa Keuangan 
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sebelum melakukan penyelidikan terhadap laporan masyarakat  
terkait dugaan tindak pidana  korupsi; 
2. BPK perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan, apabila  menemukan 
unsur pidana dalam hasil audit  pemeriksaan keuangan tahunan 
diwilayah hukum provinsi Sulawesi Selatan sebaiknya 
memberikan tembusan laporan tersebut kepada aparat penegak 
hukum untuk ditindak lanjuti sesuai dengan perundangan-
undangan sehingga kerugian negara bisa dikembalikan 
(reccovery asset). 
3. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)  RI seharusnya membentuk 
auditor khusus / sub bidang investigasi di BPK Perwakilan 
sehingga permintaan perhitungan kerugian keuangan negara  
oleh aparat penegak hukum khususnya penyidik kepolisan bisa 
tercover secara cepat  untuk melakukan penyelidikan / 
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